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PERATURAN KTPOLISTAN NEGARA REPURLIK TANTIONTESTA

NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTURAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN
KEPOLISIAN MEGARA REIUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUTAN YANG MAIIA ESA

KEPALA KEPOLISTAN NTEGARA RTPUDLIK TNDONTSIA,

Meninnbang @ 4,

b.

bahwa orzanisast kesatuan  kepolisian kewilavahian
vang tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik  Indonesia dapat dibentulke atau divbah
berdasarlkean klasitilkasi dan dacrah hukum kepolisian
vang diserasikanh  dengan  wilayah  administrasi
pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana
Lerpadu sesual dengan kelentudan peraturarn
perundang-undiangan,;

bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentulean
dan Peningkatan Stams Kesaman Kewilayahan sudah
Tidak sesuai dengan perkemhangan dan kebutuhan
organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa  bherdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimnaksud dalamm hurul a4 dan hurul b, perlu
menclapkan  Peraturan Kepala  Kepolisian Negara
Republik Indoncesia tentuang Pembentulen din
Perubahan Tipe Kesatuan  Kewilavahan  Kepolisinn

Negara Republik Tndanesia;
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Mengingal

Menetapkan

L0 .1

1
Lo

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 enlang Kepolisian
Negara Kepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 XNomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4 168);

MEMUTIISKAN:
PLRATURAN KTPOLISTAN NEGARA REPURLIK INDONTSTA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE
KESATUAN  KEWILAYAHAN  KEPOLISIAN NEGARA
REPMUBLIK INDONESLA.

DA 1
KETENTUAN UNMURM

Pasul |

Dalaan Peraluran Kepolisian ind vang dimnaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia vimg sclanjutny:
dischut Polr adalah alat negara vang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban  masyaralear,
menegakkan hulum, serta memberikan perlindungan,
pengavoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka lerpeliharanya keamanan dalam negeri,

2, Kepala Polri yang selanjulnyva disebul Kapolri adalah
Punpinan Polri dan penangeung jawab penvelengpara
fungsi kepolisian.

3. Kepolisiin  Dacrah vang  sclanjuinya discbut  Polda
adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah
provingi vang berada di hawah Kapolri,

4.  Kepala Polda vang selanjutnva disebut Kapolda adalah
pianpinan Polil di dacrah Provinsi dan berlanggung
Jawab kepada Kapolri,

3. Kepolisim Resor yang  sclanjutnya  disebut Polres
adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah
daerah kahupaten /kota yang herada di bawah Kapolda.

f1.  Kepala Polres yvang selanjutnya disebut Kapolres adalah
pimpinan Polri di wilavah daerah kahupaten;/kota dan
bertanggung jawah kepada Rapolda.,
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11.

12:

Kepolisiant Scklor vang sclanjulnva disebul Polsck
adalah  pelaksana  tugas pokok fungsi  kepolisian
di wilayah kecamatan vang herada i hawah Kapaolres.
Kepala Polsck yang  sclanjurnya dischut Kapolsek
acdalah  pimpinan Polri di wilayah kecamatan dan
bertangung jawab kRepada Kapolres,

Repnlisian  Subsekior  vang  selanjulnya disebut
Polsubscklor adalalr pelaksana tugas pokok [ungsi
kepolisian yang berada di bawal Kapolsck.

Kepala Polsubscektor  yang  sclanjumya dischut
RKapolsnbseltor adalah pimpinan Polri di hawah Polsels
vang hertanggung jawab kepada Kapolselk.
Pembentukan Kesatuan Kewilayahan adalah suatu
upaya untuk membeniuk kegatuan kewilavahan Polri
vang baru berdasarkan kebuluhuan dan kepentingarn
orgdanisasi scsual dengan svardal dan kelentuan vang
ditctaplaan.

Perubahan Tipe Kesatuan kewilayahon adalah suatu
upaya untuk peningkatan ripe kesatuan kewilayahan
Polri setingkat lehih tinggi atau  penumnan Tipe
kesatnan kewilayahan Polri setingkat lehih rendah,
Sislem Tnlormasi Klagifikast Kesaluan Kewilayaban
vange  selanjulnya  disebul  SIK3  adalah  aplikasi
Lerinlegrast berbasis web service yany, digunalaan oleh
scluruh  kesatwan  kewilavahan  Polri untulk
memasukkan dan memperbarul data sesval dengan
kriteria yang sudah ditentukan, dan dapat termoniror

secara langsung oleh kesatuan dialasnya.

Pasul 2

Pengaluran Pembenlukan dan Perubahan Tipe Kesatuan

Kewilavahan ind bertujuan:

.

terpenuhinga kategord, kriteria dan persyaratan vang
direntulan;
rerwnjudnya  ketertihan  ¢dan  keteratnran  dalam

pelaksanaannya; dan


http://portal.divkum.polri.go.id

portal. divkum . . polri

.go.id

Ca

mengoplimallkan  pencapdian o sasaran pelaksanaan

tugas pokolk Polr.

msal 3

Prinsip Pembentukan dan  Pernbahan Tipe Kesaman

Kewilayvahan:

a.

h.

d.

(1]

12|

prosedural,  vaitu  dilaksanakan  sesual dengah
mckanisme, tatd cara, kaddah-keaadaln dan nonna-
norna vang berlalku daldm sualu organisas;
transparan, ydaitu proses pembentukan dan perubahan
ripe  kesatuan  kewilayahan  dilaksanakan  secara
rerbuka dengan mempertimhanglkan pendapat dan
saran dari internal dan eksternal Polri:

efektil dan eligien, vailu dilakukan secara cepal, lepal
dan dapal memberikan manlaal vang sebesar-besarnya
bagl pelaksanaan Lugas Poli;

nesesitas, vaitu berdasarkan kebutuhan organisasi dan
situasi vang dihadapi; don

proporsional, yaitu dilaksanakan sccara berimbang
antara sasaran, mjuan ¢an rarget yang diserasikan

dengan wilayah administrasi pemerintahan daerah.

BAR I
KLASIFIKASI, KATECORI DAN KRITERIA, SYARAT,
DIMENSI 2AN INDIKATOLR

Bagian Kesatu

Klasilikasi

Pasul 4
Klasifikasi kesatuan kewilavahan Pohl meliputi:
a.  DPolda;
bh. Polres; dan
¢. Polsek.
Klasifikasi  kesatuan kewilayahan rtingkar FPolda

meliputi:
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a.  Polda upe A Khusus;
b,  Polda tipe A dan
c. Polda ripe 1.
(3] Klasifikasi  kesatuan kewilavahan  tingkat  Polres
meliputi:
a. Polresripe A
.  Polres Lipe T3, dan
¢. JPolres tipe C.
4]  Klasiikasi kesatuan  kewilavahan  ungkat  Polsek
melipuri:
a. Polsek tipe A;
b. Folsek tipe T3;
c. Polsek tipe (2; dan
. Polsek tipe D,
(3] Berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaarn
Lugas pokok Poln, dapat dibentuk:
. Polsubscktor, pada kesatuan kewilavahan tingkat
Polscle din
b. Polres, Polsek, dan Polsubscktor pada kawasan
tertenm.
6] Kesatuan kewilayahan pada kawasan tertentu
sehagaimana dimaksud pada ayal (3] hural b, meliputis
a.  kawasan perhubungan;
b,  kawasan perindostriang;
¢. kawasan perumahan;
d.  kawasan perkantoran;
c.  kawasan perdagangan; dan

. kawasan pariwisata,

Bagian Kedua

Kategori dan Kriterisa

asal 5
(1]  Kategori kesatuan kewilayahan ditentukan melalni

penilaian rerhadap dimensi dan indikaror, terdiri aras:
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(1]

]

a.  linglat Polda:

1. Polda Tipe A Khusus dengan kategorn nilal
lebih dari 7900 [fujuh ribu sembilan ratus):

2. DPolda Tipe A dengan kategori nilai antara
4500 [empat ribu lima rats| sampai dengan
7900 (tjuh ribu sembilan ratus): dan

3. Polda Tipe B3 dengan kategori nilai kurang dari
4500 [empal ribu s ratus);

b, tlingkut Polres:
1. Polres Tipe A dengan kategort nilad lebih dard

5000 [lima ribu);

[

Polres Tipe 13 dengan Rategori nilai antara
4000 lempat ribi] sampai dengan 3000 [lima
ribul: dan

3., Polres Tipe C dengan katepori nilai kurang
durl 4000 {erupal ribul; dan

¢.  tngkat Polscls:

1. lPolsck Tipe A dengan kategori nilai lebih dard
3004 jriga ribul;

2. Polsek Tipe 13 dengan karegori nilai antara
2501 (dua ribu lima ratus sam) sampai
dengan 3000 [tiga ribul;

3,  Puolsels Tipe € dengan kaltegori nilai antara
2000 dua ribu) sanpdl dengan 2500 [dua
ribu lima ratus); dan

4. DPolsck Tipe D dengon kategort nilai kurang
dari 2000 idua ribu).

Rategori nilai  kesatuan kewilavahan pada  Liap
klasitikasi dihitung dengan menggnnakan aplikasi
SIKA.

“asal
Kriteria pembentukan kesatuan kewilayahan meliputi:
a. memenuhi  kategari  nilai wang ditentukan
berdasarkan klasifikasi kesatuan kewilayahan
vang akan dihentuk, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayal (1);
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(3]

b.  adanva pembentukarn dlaun pemckaran wilaval

dacrah provinsi, leabupaten fkota. dun

kecamatan,

¢.  kebutuhan organisasi Polri untuk penvetaraan
dengan pemerintah daerah provinsi,
kahupaten /knra, dan kecamaran serta

penvesuaian dengan sistem peradilan  pidana
lerpadu;

d. perkembangan panpgudan kKeamanan dan
ketertiban  masyarakat  sctiap  tahunnya
meningkar; dan

e. tunturan  masvarakat rerhadap pelayanan
kepolisian setiap tahunnya meningkat.

Kriteria  peningkalan  tipe kesatuan  kewilavahan

meliputi:

@,  memenuhl kategori nilal yang ditenlukasan
herdasarkan  klasifikasi kesatuan  kewilayahion
vang akan ditingkatkan, schagoimana dimaksod
dalam Pasal 5 ayar (1);

b. kebutuhan organisasi Polri unruk penyetaraan
dengan pemerintah daerah provinsi,
kabupalen/kola, dan kecamatan serla
penvesuaian dengan sistem  péradilan  pidana
terpady;

¢.  perkembangim gangguan keamanan o dan
ketertiban masvaraloat setinp  tahunnya
meninglear;

d. tunuatan masvarakal  lerhadap pelayanan
kepolisian setiap tahunnya meningkat; dan

-2 pertaanbahun jumlah pendouduk seria adanya
peninglaatan altivitas masvaralal,

Kriterin  penurunan tipe  kesatuan kewilavahan

meliputi:

a. tidak memenuhi nilai karegori sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1];

1. kebutuhan organisasi Polri untuk penyelaraan
dengan pemerintah daerah provinsi,
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(2]

cl.

kabupalen /Koy, dan kecamalan serla
penvesuaian  dengan sistan peradilan pidana
terpacha;

pelayiman kepolision kepada masyarakar
herkurang: dan

jumlah penduduk dan aktivitas masvarakar

berkurang,

Bagian Keliga

Syarat, Dimensi dan Indileator

Paragraf 1
Svaral

Pasal 7

Syuardl pembentukan kesatuan kewilavahar:

A,

I>.

f.

adanya  ketentuan peraturan perundang-
unddangan Yang menetapkan tentang
pembentukan atan pemekaran wilayah
administrasi pemerintahan daerah;

adanya usulan pembentukan kesatuan
kewilayahan;

terpenuhinya  krileria  sebagaimana  dimaksud
Pasal 6 aval [1);

adanya dukungan dari pemerintah dacrah dan
Dewan  Perwakilin Rakvat  Dacrah (DRI
sctempat sceara tertulis;

ersedia lahan unk  kanlor, rumah
dinas/asrama, fasilitas umum dan sosial sesuai
denguan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian
tim studi kelavalaar; dan

adany:s dukungan pimpinan kesatuan diatasnya.

sSyarat pembentukan Polres, Polsckf Polsubsclaor pada

kawasan tertentu:

a.

adanva  usulan pembentukan  kesatuan

kewilavahan pada kawasan lertentu;
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b,  tlerpenubinva kriteria scebagainana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (L, kecuall huruf g sampal
dengan huruf o

¢. adanya dokungan dari pemerintah dacrah don
Dewan Perwakilan  Rakwvat  [Daerah  {1DPRID))
setempat secara tertulis;

d. tersedia lahan uniuk kantor, rmah
dinas/asrarndg, [asililias wmnum dan sosial sesua
kebuluhan berdasarkan hasil penilaian tm siudl
kelayakan; dan

e. adanya dulungan pimpinan kesaman diatasnya.

lahan unmk kantor, mumah dinas/asrama, tasilitas

umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1)

hurul ¢ dan ayal (21 hural d. pengadaannva dapal

berasal dari;

@, angparan pendapatan belanga negarg; dan /ataon

b.  hibah diri pemcrintah dacrah, instansi  lain,
swasta danfatau masyarakat dengan alas hak

vang sah.

Pasal 8

Syaral peningkalan lipe kesatuan kewilavahan:

:3. .

h.

Lerpenuhinyva kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 aval (2], kecuall pada kawasan erienly;
adanya usulan peningkatan kesatuan kewilayahan;
adanya dukungan dard pemerintah dacrah don Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) setempat secara
Leriulis;

adanya dukungan pimpinan kesatuan diatasnya: dan

Lelih operasional paling singkal selama Liga tahur,

asul 9

Syarat penurunan tipe kesatuan kewilayahan:

a.

I,

rerpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & avat |3]: dan

adanva hasil evaluasi vang dilaksanakan oleh tim vang
dibentuk:
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L. Kapolri, untuk penurunan  lpe kesaluan
kewilayahan tingkat Polda dan Polres; dan
2. Kapolda, untuk penmrunan tipe  kesatiuan

kewilayahan tinglat Polsck.

Pasal 10

Dukungan pimpinan  kesatuan diatashva  sebagaimana

dimaksud dalin Pasal 7 ayat [1] hurul § ayac (2) huruf ¢ dan

Pasal 8 hurul d, ineliputl panenubian kebuluhan:

d.
by.

(.

personel;

sarana dan prasarana; dan

anggaran untuk pembangunan kantor, Rumah
dinas/asrama, dan lasilitas lainnya serta dukungan

operasional sesuai dengan standardisasi.

Paragral 2

Dimenst dan Indikator

Pasal 11

Pemhenmkan dan perubahan tipe kesaman kewilavahan

ditentukan berdasarkan:

a,
b.

C.

penilaian wmum,
penilaian utams; dan

penilaian pendukuny.

asal 12

Penilainn umom schagaimana dimaksud dalam Pasal
11 hnruta terdiri atas:
A, dimensi geograli, dengan indikator:

1. Lkondisi geogralis wilayali;

2. luas wilavah,

3. lokasi/ lemupal; dan

4. wilayah perbatasan dengan negara laing
b dimensi demografi, dengan indikator:

1. jumlah penduduk; dan

-

2, kepadalan penduduk;
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¢l.

= ]q=

dimenst swinber daya alam, denpan indikalor
komoditias vang domninan;
dimensi ideologi, dengan indikator faham radikal;
dan
dimensi politik, dengan indikator jumlah pemilih
dalam pemilihan umum;
dimensi ekonomi, dengan indikalor:
1.  perlumbubin ckonormi perbaliun;
2, persentase jumnlah penduduls misking
3. produk domesrik bruto; dan
4. ringkat inflasi per tahun; dan
dimensi sosial hudaya, dengan indikator:
1. jumlah sekolah:
gl perguruaan tinggifsederajat;
bl sekolah lanjutlan lngkal atas/ sederajal.
¢l sckolaly  lanjutan Ungkal  perlaina
sederajat; dan
d]  sckolah dasar/scderajat;
2. jumlah organisasi kemasvarakatan  atau
lembaga sosial masvarakar; dan

3. jumlah suku bangsa,

Penilaian wlama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

L1l hurul’ b melipuli dimensi pémeliharaan kearmanan

duan keterliban masyvarakal, dengan indikealonr:

57
bs.

d.

jumlah tindalk pidana pertahun;

persentase jumlah  penvelesaian tindak  pidana
pertahun;

Jumlah kejadian koantinjensi pertahun, melipuli;

1. kontlik sosial:

2. rusub massa

3. benedand aliaan; dan

4. terorisme;

jumlah keindion kecelakaan lalu lintas pertahung
persentase penvelesaian perkara kecelakaan latu
lintas perrahun;

Jumlah korhan meningaal dunia akibal kecelakaah
lalu lintas percahun;
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8.

k.

m.

n,

Ll

.

S,

-12-=

Juinlah korban luka beral alibal kecelakaan Lalu
lintas pertahun;

jumlah karban laka ringan akibat kecelakaan lalu
lintas pertahun;

jumlah kerngian materiil akibat kecelakaan lalu
lintas perrahun;

Jumlah pelanggaran lall lintas pertabun,

Jjuinlah lokasi rawan kernacctan lala lintas;
Juinlah pelavanan penerbilan sural  izin
mengemudi pertahun;

jumlah pelayanan  penerbitan buku  pemilik
kendaraan bermntor pertahun;

Jumlah pelavanan penerbitan surat tanda nomor
kendaraan pertahun:

Jumnlah  pelavanan uanda nomor  kendaraan
bermotor perlabun;

jumlbiah pelayvanan pencerbitan surat keterang:n
atatan kepolisian pertahun;

jumlah potensi konflil

inmlah  pengamanan kegiatan masyvarakar
pertahun;

jumlah  kegialan pengamanan  unjuk  rasa
pertahun;

Juinlah objek vitdl nasional dan dacrah;

jumlah objek vital tertentu;

jumlah  inovasi pelavanan publik yvang  telah
nperasional paling sedikit 1 [satu) tahun;

kualitas pelavanan puhlik; dan

hasil penilaian dari sistem pemerintahan berhasis

eleklronik.

Peniladan pendukung sebagaimanas dinaksud dalam

asal 11 huruf ¢ meliputi dimensi  kemaanpuan

kesatuan, dengan indilkator:

<.

b,

C.

persentase jumlah persone! riil herdasarkan daftar
susunan personel;

rasio jumlah personel Polri dengan penduduk;
rasio jumlah personel Polri dengan luas wilayah:
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(5]

(1)

h.

= 3=

nilal alkunlabilitas kinerja instansi peinerintats
nilai indeks tata kelola Polr;

umlah regulasi, konvensi dan nora kesepahaman;

persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas dan

SAarana prasarana; dan

persentase pemenuhan kebutuhan anggaran.

Penilaian pembentukan dan perubabhan tipe Polsek/

Polsubscklor menggunalan dimensi dan  indikator

sebhagainana dimaksud pada:

.

Ir.

C.

avaf (1] kecwali huruf f anglea 1, angka 3, angla 1,

huruf g angka 2,

avat (2] kecnali huraf ¢, hurut | sampai dengan

hurf o, hural . hurta, huratf x; dan

aval (2] kecuali huruf d sampai dengan hurul [,

Dimnensi dan indilkator sebagaimana dinaksud pada

aval (1) sanpal dengan aval (4) serla carg penilatannya

tercantuin dalim Lampiran vang merupakan bagian

tidak terpisahkan dan Peraturan Kepolisian ini.

[3AT3 111

TATA CARA TN ADMINISTRAST

Bagian Kesalu

Tala Cara

Iaasal 13

Tata cara pembentukan atau perubahan tipe Polda:

a,

Ir.

Kepala Biry Perencanaan Umum dan Anggaran

(Karorenal:

1.

menvusun lelaahian stal dan naskah
akadoinik dengan melibatlan satuan fungsi
terlaat; dan

mengajukan telaahan staf doan naskah

akademil kepada Kapnlda;

Kapolda mengajukan usulan kepada Kapnlri u.p.

Asisten Kapolri bidang perencanaan Umum dan

Anggaran (Asrena Kapolri) dengan melampirkan
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ddmministrasi  pendukung, dengan  weinbusan

Inspektur Pengavasan Umum (ireasum)  Pohid

dan para Asisten Kapolri;

Kapolri membentuk tim studi kelayakan dengan

melibatkan satuan fungsi terkair;

Tim melakukan  smdi kelayakan  dan

melaporkan hasilnyva kepada Asisten Kapolri

bidang perencandan Umun  dan Anggaran

(Asrena Kapolril;

Asisten Kapolri bidang perencanaan Umum dan

Anggaran (Asrena Kapolri] melapnrkan rencana

pembentukan aran  peninglkatan  tipe  Folda

kepada Kapolri disertai rekomendasi; dan

Kapolri:

1. mengajukan usulan kepada Menteri vang
menyelenggarakan urusan pemnerinlaban
di  bidang aparatur negara untuk
mendapatkan persctujuan;

2. menctapkan pembentulan atau perubahan
tipe Polda dengan Reputusan Kapolri setelah
mendapat persernjuan dari menteri vang
menvelengearakan  urusan  pemerintahan
di bidang aparalur neégara; dan

3. menpukuhkan pembentukan alau
perubahan tipe Polda dilengkapi dengan
berita  acara yang  ditandatangani  olch

Kapolri atau peiabat yang ditunjul.

(2] Tata cara pembentukan atau perubahan tipe Polres:

a.

Ir.

Kepala Dagian Perencanaan (Kabagren| Polres:

1. menvusun  tlelashan stal dan naskah
akadoinik dengan melibatlkan satuan fungsi
terlaat; dan

2. mengajukan  telaahan staf  don naskah
akademil kepada Kapnlres;

Kapolres mengajiukan usulan kepada Kapolda

dengan melampirkan administrasi pendukung,
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dengan lembusan Inspeklur Pengawasan Dacrah
(rwasda! dan para Kepala Biro Polda;
Kapolda membentuk rim sradi kelavakan vang
diketuai Kepala Biro Perencanaan Umum dan
Anggaran (Karorena) <dengan melibatkan satuan
fungsi terkair;
tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan
hasilnva kepada Kapolda disertad relkkomendas;
Kapolda mengajulean usulan kepada Kapolnl wap.
Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan
Anggaran (Asrena Kapolri] dengan melampirkan
administrasi  pendulkung, <dengan rembusan
Inspektur Pengawasan Umum (Trwasum) Polri
dah para Asisien apolris
Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umumn darn
Angguran [Asrend Kapoln) melakukan perigkajian
duan penilaiian serta melaporkan hasilnya kepadia
Kapolr discrtai rekomendasi; dan
kapolri:
1. mengajukan usulan kepada Menteri vang
menvelengaarakan urusan  pemerintahan
di  hidang  aparamir negara unluk
mendapatkan perseLujuan; dan

2. menclapkan pembenlukan atau perubalian
tipe  Polres  dengan Keputusan  Kapolri
setelah mendapat persctujuim Menteri vang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan
di hidang aparalur negara; dan

Kapolda:

1. mengukuhkan pembentulkdn atdu

perubahan lipe Polres dilengkapt dengan
boerita acara vang ditandatangani oleh
Kapolda atau pejabat yang ditunjuk; dan

2. melaporkan pelaksanaannya kepada Kapolri
dengan tembusan Inspektur Pengawasan
Umum [Treasum) Polri dan para Asisten
Rapolri,
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Tala cara pernbentukan daldauw perubahuan tipe Polsck

atdu Polsubsclktor:

a.

b.

d.

h.

Kepala Bagian Perencanaan [(Kahagren] Polres
menyusun  telaahan staf  dengan melibatkean
satuan fungsi rerkait dan melaporkan kepada
Kapnlres;
Kapnlres mengajukan usulan kepada Rapolda
dengan inclanpivkan adininistrasi pendukung,
dengun lembusan Inspeklur Pengawasan Dacral
ilrwasda) dan para Kepala Biro Polda;
Kapolda membentuk rim smdi kelavalkan vang
diketnai Kepala Birn Perencanaan Unmum dan
Anggaran (Karorensa) dengan melibatkan saiuan
fingsi terkait:
tim melakukan studi kelavakan dan melaporkan
hasilnva kepada Kapolda disertad rekomendasi:
Iaapoldia mengajukan usulian kepadas Kapolrd u.op.
Asisten Kapolr bidang Perencanann Umum dan
Anggaran (Asrena Kapolri] dengan melampirkan
administrasi  pendukung, dengan  rembnsan
Inspektur Pengawasan Umum (Trwasum) Polri
dan para Asisten Kapolri;
Asisten Kapolri hidang Perencanaan Umum dan
Angguran [Asrend Kapoln) melakukan penpgkajian
dan penilaion serta melaporkan hasilnya kepada
kKapoln disertai relkkomendasi;
Kapolri mengajukan usulan kepada Menteri
vang menyelengoarakan urusan pemerintahan
di hidang aparatur negara untuk mendaparkan
perselujuan;
Kapolda nenclapkan pembentukan alao
perubahan tipe Polsclk atau Polsubsckror dengan
Keputusan  Kapolda  setelah mendapatkon
persetujuan Kapolri;
Kapnlres:
1., mengukuhkan pembentukan atan
perubahan tipe Polsek atau Polsubsektior
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sclelal add Kepulusan Kapolda
dilengkapi dengan  berita acard  vang
dirandatangani oleh Kapalres atan

pejahat yang ditunjuk; dan
2. melaporkan pelaksanaannya kepada
Kapolda dengan  tembusan  Inspektur
Pengawasan Daerab  (Trwasda) dan para

Kepala Biro Poldy; dan

1. Kapolda melaporkan  pelaksanaannya  kepada
Kapolri dengan tembusan Inspeltur Pengawasan
Umum {lnwasum| Polri dan para Asisten Kapolri.
i4)  Smdi kelayakan sehagaimana dimaksud pada ayar (1]

hurul d, avat (2] bhurul d, dan avat (3; hural d

dilaksanakan dengan kegialan:

a. audiensi  dengan  pejabal  Polrif pejabal
pemerintah dacral selempal dan masvaralaal;

b. meclakukan pengkajion dan penilaian untuk
mencocolkkan  data awal dalam telaahan staf
dengan  kondisi il di  daecrah/lokasi  vang
ditnanglkan dalam formulir studi kelavakan,

¢.  melakukan peninjauan dan pengkajian lapangan
tentang  lokasi, lingkungan  dan  tingkal
kerawanan, kearnanan dan ketertiban
masvarakal seria kinena kesatuan;

d.  membuat laporan hasil studi kelayalen dengan
mclampirkan  formulir  studi kelavalen  dan
dollumentasi; dan

e. membual rekomendasi  pembeniukan atau

pernhahan tipe kesaran kewilayahan.

PPasal 14
Format telanhaon staf, naskah akademil, formulir studi
kelayakan dan laporan hasil studi kelayakan Pembentulkan
atau Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan rercantum
dalam Lampiran vang mermpakan bagian tidak rerpisahkan

dari Peraturan Kepolisian ini.
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Bagian Kedua

Adininistrasi

l’asal 15

Adminisrrasi pendukung vang dilampirkan dalam

pengajuan  usulan pemhbhentukan kesatuan

kewilayahan:
a. linglat Polda:

1.

fy.

Lelaahan stal dan naskal dkademil lentang
pembentukan Polda;

Peraruran Pernndang undangan TANE
menetapkan tentang pembentukan atan
pemekaran wilavah administrasi
Pemerinltahan Daerabh Provinsi;

laporan hasil studi kelayalean;

laporan hasil koordinasi dengan Gubernur
dan Dewan Perwaldlan Ralovat Dacrah (DPPRED)
dacrah PProvinsi;

Surat kererangan starus tanah; dan

rencana tata ruang wilavah Provinsi serempat;

b. tingkat Polres:

1.

o

£y,

lelaghan stal dan naskah akademik tentang
pembentukan Polres:

Peraturan  perundang-undangan  yvang
menetapkan tentang pembentukan atau
pemeckaran wilayah administrasi
pemerintahan  dacrah  kabupaten/ kota,
kecuali untuk kawasan terteniu;

laporan hasil sdi kelayakan;

laporan hasil koordinasi dengan Bupali/
Wallkota dan Dewan Perwakilan Baloval
Dracrah {DPPRD) Kabupaten/ Kota;

surat keterangan status tanah; dan

rencana tata ruang  wilavah  daerah

Rahupaten /Kota setempar: dan
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i

¢, linglut Polsclk/Polsubsckior;

1.

telaahan staf tentang pemnbentukan Polsckf
Palsubsektor;

peraturan perundang undangan wng
menetapkan  tenrang  pembentukan  atau
pemekaran wilayah administrasi kecamatan,
kecuali uniuk kawasan tertentu;

laporan hasil studi kelavakan,;

laporan hasil koordinasi dengan
Bupati/Walikota dan Dewan Penwakilan
Rakyar Daerah [DPRD) Kabuparten/Kota
serta Camat:

surat keterangan status tanah; dan

rencana lala rang  wilavah  daerah

Kabupaten fKola selempal,

Administrasi pendukung vang dilampirkan dalam

pengajuan usulan perubahan tipe kesatuan

kewilayahan:

a.  tingkat Palda:

1.

telaahan sraf dan naskah akademik tentang
perubahan FPolda;

laporan hasil siudi kelayakan; dan

laporan hasil koordinasi dengan Gubernur
dun Dewan Perwakilan Ralyval Dacrah (DPRD)

Lrovinsi;

b tingkat Polres:

1

b

telanhan staf dan naskah akademik tentang
perubahan Polres;

laporan hasil studi kelayakan; dan

laporan hasil koordinasi dengan Bupali/
Wallkota dan Dewan Perwakilan Baloval

Lracrah {DPPRD) Kabupaten/ Kota; dan

¢.  tingkat Polsck/ Polsubscloor:

i

5

ay

relaahan staf peruhahan Polsel/
Polsuhsektor;

laporan hasil studi kelayakan; dan
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3. laporan hasil kourdinasi dengary Bupali)
Walilkota dan Dewan  Perwakilan RBaloval
daerah [(I}PRD] Kabupaten/Kaora serta Camat.

Dalam hal penuruan tipe kesatuan kewilayahan sclain

—
.5
'

—

melampirkan administrasi sehagaimana  dimalksud
pada ayar [2) sesnai dengan tingkatannya, dilengkapi
dengan hasil evaluasi Lim vang dihentuk oleh:

i, Kapolrd, untuk ungkat Polda dan Polres; duan

b, Kapolda, unluk lingkal Polsel,

1) Yormmat laporan hasil koordinasi dengan Guboernury
Bupati/Walikota /Camat dan Dewan Perwakilan Ralorat
Daerah  (DPRID) mengenai Pemhentukan  atan
Perubahan Tipe Kesatuan Rewilavahan tercanium
dalam  Tampiran  vang  merupakan bagian  lidak

Lerpisalikan darn Peraturan Kepolisian ini.,

BAB 1V
KETENTUAN IPENUTUL

Pasal 16
Pada saar Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan
Kapalri Nomor 7 Tahun 2014 entang Pembentukan dan
Peninglkatan Status Kesatuan Kewilavahan [Derita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 560], dicabul dan

dinyatalean tidak berlaku.

asal 17
Peraturan  Kepolisian ini mulai berlaku  pada  langgal
dinndangkan,
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Apar sellap  orang mengeldhuinya, memerinlahkan
pengzundangan PPeraluran Kepolisian ini  dengan

penemparannya dalam Berita Negara Republik [ndonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padsa tanggal 3 Mei 2018

KEPALA REPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INIMONESLA,

Trd.

MUHANMMAD TTTO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
padi tanggal 9 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTIRIAN TTURURM DAN TTAK ASAST MANTUSTA
REPURLIK TNDONTSTA,

T,

WIDODO EKATJAHLJANA

BERITA NTEGARA REPUBLIK INDONRSIA TATITUN 2018 NOMOR 618
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LAMPIRAN

PERNTURARN KKPOLISIAN
NEGARA REPURLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAIIUN 2018

TENTANCE

PEMEENTUKAN DAY PERUBAHAN
TIFE KESATUAN KEWILAVAIIAN
KEPOLISIAN NEGARA KEPUBLIK
INDONESIA

1 DIMEANSL DAN INDIKATOR PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIE
KESATUAN KEWILAYAIIAN POLRI

A, TINGKAT 1POLIDA

DIMENSI DAN > s
NC). EOROT INIMKATOR RATTNCS
1. Creourall I, kondisi geopralis wilayal:

7,2 a. perairan (=70 % wilayah perairan; 8
. perairan dan darmlan (30 % s, 70 24 6
wiletvals pervdran); dan
¢. denalen (<30 M wilavah perairan); ‘|
2. Jums wilayah:
a. sangdl luas (>61.000 lans); 8
Do lues [38.001 - GLOOO kin?); 6
. culup luas [16.000 - 38.000 kin?; |
dan
d. Eurang luas (=16.000 k) 2
3. lokasif lempal:
t, ibukoly nesara; 9
b. ibukole provinsi; 7
c. Kota; dan 3
d. Kabupater; 3
3. wilayah perbalasan dengan negava lain:
. perbalessn deral dan laal: 8
. perbalesen dexel: 3]
¢. perbatesan laut; dan ‘|
d. tidak Lerbatasan; 1
2. Demoprall 5. Junlah pendudulk:
7.0 B, sangal Ungst (= 9.500.000); 9
b, tnga (5,100,001 s.d. 9.500.0001; 7
c. sedang [3.300.001 s.d 5. L00.000]; D
d. rendah (1.800.000 s.d. 3.300.000]; 3
dan
c. sangar rendah = 1.800.000); 1
6. kepadatun penduduk:
e sangat padat [= 278 jiwe/ Ko ) 9
. vadat 1129 s.d. 278 jiwa k) 7
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DIMENSI DAN 3
NO, BOROT INDIKATOR RATING
c. cukup padat (&8 s.d, 128 jiwa;km-); 3
d. kurang padar |38 - 87 jiwa/km<}; dan 3
c. tidalk padar [« 38 jiwa flom<); 1
3. Sumber Dave 7. Komoditas vang dominar:
Alam a, pecrtambangan; b
6.9 D. perkebunan; 7
c. pertanian; 3
d. perikanan; 3
¢. pelernakan; dan 2
f. lain-lain; 1
‘| Ideologi &, faham racdikal:
h,& a. ada; 7
h. terindikasi; dan 3
c. tidak ditemukan; 3
3. Politils 9, jumlah pemilih dalam pemilihan winum:
7.1 a, sangat banvalk (>3, L00,000): bl
b. banvals {2.400.001 s.d. 3.100.000; 5]
¢ cukup (1.200.000 s.d. 2.400.(00)); d=n 4
d. kurang < 1.200.000]; 2
G. Ekonomi 10, pertirnbubian ekonomi pertaiu:
8.4 a, tinggi |~ 5Y%): 7
b. scdang |4 %o s.l, 3% dan a3
. rendah (< 3 %) 3
11. persentase jumlah penduduk mislkin:
A tinggi (=20 %u); 8
b, scdang |10-20 Yo); dan 6
¢, rendah (= 10 %) 4
12, produk domestik hruro:
e tinggl (= 500 Triliuo); 7
b. scdang (200 s.d. 500 Triliun); dan 3
c. rendah (= 200 Triliun}: 3
L3, tinuleal nflasi pertatiun:
a. hiperinflasi |= 30 "ol 3
b, DLerac |16 s.d. 30 %a); 3]
¢, sedang |5 s.d LS %) dan +
d. ringan |< 5%} 2
7. Sosial Dudagra 14, jumlah sekolah |perguruan
7.8 tinggi/ sederajat, sekolah lanjuran tingkat
ales/ sederajal, sekoluh lanjutan lingkat
pertama,; sederajat, sclolah
dasar/scdorajath
a. sangat banyak (= 8.000; Q
h. banyvalk {5.301 s.d. £.000); 7
¢ cukup (3.601 s.d. 5.300); bt
d. sedikil. (2300 a.d 3.600); dan N
¢ sangat sedikal (< 2.300); 1
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NO, BOROT INDIKATOR RATING
15, jumlah organisasi kemasvaraltaran arau
lernbaga sasial masvaralar:
A, banvals {=200); 7
B sedang (100 s.d. 200]; dun o
c. kurang {< 100); &
LG, jurmlah suku bangsas
a, sangar heragam |> 40|; i
b, beragam (20 s.d. 40); dan 3
¢. kurang beragam (< 20]; 3
3, Harkamrtibmas 17. jumlah rindalk pidana pertalnan:
358 i, sangat unggi (> 20,000 kasus|; 3
b. tinggi [10.001 s.d. 20,000 kasus); 6
c. scdang |SO00 s 10000 kasus); dan 3
d. rendan (= 5.000 Kasus); ?
18, persentase jumlah penvelesaian tindak
pidana perrahun:
a, sangar ringgi (> 60 %) 9
ho lingg 57 s.d. 60 %); v
c. sedang [41 s.d. 30 Ya); a
d. rendah (30 s.d. 4) %) dan 3
¢, sangat rendah [< 3004); 1
19, jumlah kejadian  kentinjensi  (kontlik
sosial, rusuh muassy, beneand dlam dan
terorismce) perrahun:
8. sangdl lingg (> 30): 9
a. hngm 127 s.d. 30); 4
o sedang (10 s.d. 209; dan 5
¢. rendah = 109; 3
20. jumlah kejadian keeclakaan lalu lintas
perlahun:
a. tngm (= 3.000]; "¢
b sedang [2.004) s.d. 3.000); dan o
c. rendah (= 2.000); 3
21. prosentase penvelesaian perkara
kevelakann lalu lintas pertahun:
g, hng = 80 %); g
. sedang (6O s.d. 80 %] dan b
c. rendah = 60 %); 3
22. mmlah karban meninggal dumia akibar
kevelakann Jalu lintas pertahun:
a. rendah (< 600); i
b sedang (600 s.d. BOO]; dan o
c. tnga (= 800): 3
23. jumlah korban luka beral akibat
kevelakann Jalu lintas pertahun:
a. rendah (= 600]; .
. sedang [6O0 s.d. 800]; dan D)
c. tinga = 800): 3
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NO, BOROT INDIKATOR RATING

24, jurnlah korban luks ringan akibat

kevelakann lalu lintas pertahun:

w, rendab (= 2.0000; 7

L. sedeanyg (2,000 s.d, 4.000); dan 5

c. lingg [= 1.000% 3
25, jurnlah keruglan maternil akibual

kevelakasn ladu lintes pertahun:

a rendab (= 5 mmiliard; 7

. sedang (5 s.d. & mulien); dan 5

¢, tinggl |= 8 miliar); 3
26, jumnlah pelanpparan lalu hatas perlabiun:

g Unga = 70.000); 7

b sedang [50.000 s.d. T0.000]; dan D

c. rendab (= 30,000, 3
27. jumlah lokast rawan kemacelan lzlu

linLas:

g g (= 60); 7

L. sedang [40 s.d. 60); den 3

c. rendab (= <05, 3
285, jumnlah pelayanan penerbitan sural jin

mengemnudl pertzhur:

g sangal banyak (= 400.000); 9

. banyak (300,001 s.d. 400.000]; 7

¢, cukup banyalk (200,001 s.d. 300,000, 3

d. sedikit (100,000 s.cd. 200,000); dan 3

e, sangat sedikit (= 100.000); 1
29, jurnlah pelayanan penerbitan buku

pemilik Kendaraan bertnolor perlaliun:

. sangat hanveadg (= A00,000/; 9

. banvak (3000001 s.d. 100.000(; 7

c. cukup banyak ( 200,001 s.d. 300.000); 3

d. sedikir [100.000 s.d. 200,000 dan 3

c. sangar sedikit (= 100.000); 1
30, jumlah pelayanan penerbitan surar taada

nomor kendoraan pertabiun:

a, sangat hanvalg (> 700,000/; 0

b. banyals (600001 s.d, 700.000); ¥

o, cukup banyak (S00L001 s.d. AOO.000); N

d. scdikit [300.000 s.d. 300.000); dan 3

c. sangar sedilat [« 400.000]; 1
3L, jumlah pelavanan tanda nomor

kendaraan bermotor pertahun:

a. sangzl hanyak (> 500.000): Q

b. banvak [400.001 s.d. 300.000]; 7

¢. cukup banyak (300.001 a.d. 400.0000]; ot

d. sedikit (200,004 s, 300.000); dan 3

e sampal sedikil (< 200.000); 1
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NO, BOROT INDIKATOR RATING
32, jumnlalt  pelayarisn penerbilan sural
keleranpan calatan kepolisian pertahun;
g, Unge (= L00.000); 7
b sedanyg (30,000 s.d. L00.000]; dan 3
c. rendah (= 30.000); 3
33, Juinlal poLensi konflhk:
g, sangat baryak (= 200); 9
. banvak (151 s.d. 2000: 7
c. cukup (101 s.d. LS0): o
d. Euwrang {50 s.d. LOO): dan 3
¢. sangar karang (= 504, 1
34 jumlah pengarmamnar kepislan masyarakal
pertediun:
i sangal banyede (= <5000 9
D. banvalg (40.001 s.d. 45.000): 7
c. cukup (35,001 s.d, 40.000); 3
d. kKurang {30.000 s.d. 35.000(; dan 3
c. sangar kurang i+ 30.000}; 1
39 jquwlell kesiatan pengarnanen unjuk resa
PperTadnaln:
i sangat banvad< (> 125); 9
b. banvalk {101 s.d, 125); 7
c. cukup (76 s.d, 100); 3
d. kurang (50 s.d. 75); dan N
c. sangar kurang (= 50); 1
36, jumlah objek vital nasional dan daerak:
a, banyalg i~ 100); 7
b. scdang |50 s.d. 100]; dan 3
o kurang {= 50 3
37, Jjunlab obyek vitad tertentu:
a, sangar hanyvalg (> 450(; &
b. banvalk {301 s.d. 450); 6
c. cukup (150 s.d. 300} dan -4
d. sedikir [< 150); 2
38, jumlah inovasi pelovanen publik veng
telaly operasional minimal 1 ralnn:
a, sangat banyalk |=100}; b
h. banyak (70} - 99); 7
c. rulap [40 - 693 3
d. sedikit (1-39): dan 3
¢, Udak ad=s novasi; 1
39, kualitas pelayanan publik:
a.  sangdl batk [= 3000); 7
h.  baik [2001 s.d. 30000 a
¢.  huruk (1001 s.4l. 2000); dan 3
d.  sangal burok [<1000); 1

. hasil penilaian dari sistem pemcerintahan

berbasis clektiranik:
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a.  memuaskan (4.2 5,0); 9
b, sanpul bk (3,5 =42} 7
¢. beuk (2,6 - <3,50; 3
d. cukup |18 - <2.6]; dems 3
e, Kurang [= L8] 1
9. Kemampusn 41, persentase jumlah personel ril
Kesaluan Derdusarkan dallar susunan personel:
Q. e cukup (= 51 %) 7
Do Kurang (11 s.d, 50 %); dan D
. sangat kurang 1< 40 %) 3
42, rasio jurlah personel polr dengan
pendudulk:
g tnga [=1:7500; 7
b, sedang (LS00 s.d, 1: 750]; dan 5
¢, rendah (<1500 3
43, rasio jurnlah personel polr dengan luas
wilayali:
g tingu (=1 15 kan?); Y4
Do sedang (15 ke” s.d. L L5 kan?); dan 5
¢, rendah |=1:5 km): 3
44, nilad akuniabilitas kinena mslanst
pernerintinhs;
g, sangal mernaaskan (90 s.d. 100): &
b. memuaskan (80 s.c, 90| Y5
c. sangat baik |70 s.d. 80y; G
d. bak [60 s.d. 70 5
c. cukup (30 s.d, 60); +
f. kurang {30 s.d. 30|; dan 3
g. sangdt kurang (0 s.d. 30); 2
A5, rilad indeks tala kelola Polri:
a, sangar baik 18,71 s.d. 10y, &
b. baik (743 s.d. 8,71} 7
c. ccnderung bailkk (6,14 s.d. 7,431 6
d. scdang (3,80 s.d. 6,14); 5
c. conderung bunilc (3,57 s.d. 3,.80); 3
. buruk (2,29 s.d. 3,57); dan 3
g sangal buruk [0 s.d. 2,29]; 2
4n. Jumlah regulasi, kenvensi dan nots
lkesepahaman:
a. hanvalc (= 100): 7
B osedang (040 s.d.100); dan o
¢. kurang {< H0]: 3
47. persenlase pemenuhan kehutuhan
fasiliras dan sarana prasarana:
a. cukup > 60 %]; "’
B kurang (40 s.d. 60 24]; dan o
¢. sangdat kurang (< 40 %); 3
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DIMENSI DAN 1
NO, BOROT INDIKATOR RATING
4R, persenlase pemenuhan kebuluhan
HTIBEEITETLE
b, culiup (= 60 %); 7
L. kurang (40 s.d. 60 %): dan 3
. sangat Kurans 1= <10 %); 3
B. TINGKAT POLRES
NO. DIMENSI INDIRATOR RET
DAN BODBOT
L (eografi 1. kondisi geografis wilayah:
¥ 2 g, perairan (=70 % wilayah peratran); 8
2. peraivan dan damalan [ 30 % s.d. YO % 6
wilayall persiaran); dan
c. deratan (=30 M owilaveh peraivan); 4
2. has wilavah:
g, sangdl luas [= 7000 km?); &
o duas (L8801 sl 7000 km'); 6
. culup luas |800 s.d. L8800 km 4; dan “|
d. kurany lugs [« 800 lan?; 2
3. lakasiftempar:
a. 1bukols nesary; ]
Ir. ibukoly provinsi; F
¢. kola; dan o
d. kabupalern; 3
3. wilayah perbalasan dengan negara lain:
o, perbalasan daral dan laul; 8
Ir. perbalasan daral; &
¢. perbalasan laut; dan 4
d. tdak Lerbalasan; 1
2. Nemaogral f. jumlah penduduk:
76 g, sangat lingg (= 1.500.000); 9
. tingen (620,001 s.d. 1.500.000}; &%
c. sedang (270,001 s.d. 620.000]; o
d. rendal (140,000 s, 270.0000; dan 3
e, sangat rendah (= 110.000]: 1
fi.  kepadatan penduduk:
g, sangal padal (= 5.500 jiwa fkm?); 9
o padal (1501 s.d. 5.500 jiwekm |; 37
¢, culoap padat (301 s.d, 1.500 3
JiwaSkm-|;
d. Kurang padar (30 s.c. S00 jova k) 3
dan
¢, tidak padar (= 30 jiswa;lkm=|; 1
3. Sumber Dava 7. Ekomoditas vang dominan:
Alum . pertambangan; 9
0.9 b. perkebunan; 7
¢. pertanian; 5
. perilkanan: 3
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DIMENSI DAN 1
NO, BOROT INDIKATOR RATING
¢, pcternalkan; dan 2
f. lain-laing 1
<. [deolosi 8. [laharn radikel
0.8 a, ada: 7
b. terindikasi: dan 3
c. tidak diternukan; 3
s Politik 9. jurnladi pernilib dedarn pemiliben uooooe:
7.1 gL sangat banyek (=800.000); 8
D. Danvalg (500,001 s.cd. 800.000); 0
c. cukup (100,000 s.d, 300,.000}; dan -
d. kurang {< 100.0001; 2
6. Ekonorn 10, perturnbubisn ekonom pertshorn:
8.4 e lnga (=5 %); 7
b. sedang |4 Yo s.d, 5% dan 3
. rendah (= 3 %l 3
L1, persentase jurmmlah penduduk miskin:
gL lngud (220 %) 8
L. sedang [10-20 ™); den 3]
. rendah (= 10 Yo -+
12, produls duomestk bruLo:
o lmpa (= 500 mihar); 7
Do sedany (200 s.d. 500 tnilier); dan D
¢, rendah = 200 milicg); 3
1.3, tingkat millasl pertahun:
g, hipennflasi = 30 %); 8
b berat (L6 s.d. 30 %500 &
c. sedang [5 s.d. 15%): dan <
. ringan |< 5 %); 2
i Sosial Budava 14. jumlah sekolah [perguruan tnge/
7.8 sederyjal, sekolah lanjultan Ungkal
alus fsederajal, sekolah lanjutan bnekeat
perlamn:f sedernjal, sekolah
dasau fsederajath:
i sangat banveds 1= 250); 9
b. banwvalk {201 s.d. 250; 7
c. cukup (131 s.d. 200): 3
d. sedikil (100 s.d. 150); dan 3
c. sangar sedikit (= 100]; 1
15, jurnlah organisasi kemasyvarakatan atau
lermbaga sosial masvaralgat:
a, banvalk {> 30; 7
B sodang (15 s.d. 30); dan 3
c. kurang {< 15]; 3
16, jumlah suku bangsas
a, sangart heragam |= 23], 7
b. beragam (10 s.d. 25); dan 3
c. kurang boragam i< 10); 3
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DIMENSI DAN 3
NO, BOBOT INDIKATOR RATING
8. | larkarn librogs 17, jurnlah trdak pidana pertahur:
38R g sangal Ungg (= 2.000 kasus|; 8
. tinga [LOOL s.d, 2.000 kasus); &
c. sedeang (500 s.d. 1000 kasus); dan ‘|
d. rendah (= 300 kasus): 2
18, perseniase jumlah penvelesaian lndalk
pidana pertahun:
B osangal lngst (= 60 %a); 9
o tingal [S1 sl 60 %); 7
¢, sedang (41 s.d. 50 ey 3
d. rendah (30 s.d, 40 el dan 3
c. sangat rendah |< 30 Yol 1
19, jurnlah kejadiom konlbjenst (konllik sosial,
rusub messa, bencane elamw dan
terorisme) pertahun:
a, sangac tinggi (> 107, 0
b. tinggi |0 s.d. 10); 4
c. scdang |3 s.d. 5); dan a3
d. rendah (< 3); 3
20, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas
pertabinr:
a, tinggi |= 300); 7
b. scdang |200 s.d. 300); dan 3
c. rendah (< 200); 3
21, persentase penyelesaian perkara
Eecelakaon lalu lintas pertadiun:
a, tinggi |~ 80Y%); 7
b. scdang |00 s.d, 30 %|; dan )
. rendah (< 60 %) 3
22, jurnlah korban meningzal dunia eddabat
kecclaltaan lalu lintas pertadman:
a, rendah (= 60); 7
. sodang [HO s.d. 80); dan a
c. tinggi |~ #0); 3
23, jurnlah korban luke heral akibat
kecclalgaan Ialu lintas pertahun :
a, rendah (= 2007, 7
b sedang (200 s.d. 300); dun 3
c. tinggi = 300]; 3
24, jurnlad: kKorban luke ringan akibat
kecelalgaan Ialu lintas pertahun:
a, rendah (= 200, 7
B sodang (200 s.d. +00); dsn N
c. tinggi = 400); 3
25, jumlah kemgian mareriil akibat
kecelalgaan lalu lintas pertahun:
a, rendah (= 300 jutal; 7
. scdang |500 s.d. 800 jura); dan 3
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NO,

DIMENSI DAN
EOREOT

INDIKATOR

RATING

c. ltngu (= 800 jula);

3

20.

Jumlah pelanggaran lalu lintas pertahaun:
a, tinggi |= 700);

b. scdang |500 s.d. 700): dan

c. rendah (= 300,

1~

27,

Jjurnlads lokasi rasan kerpacetan ledu
linras:

a, tinggi |= 00;

b. scdang |40 s.d. 60); dan

c. rendah (= 400

W o1~

28.

29,

Jurnlady pelavanan penerbitan surel Hin
mengemudi pertalnan:

a, sangar hanvalg (> 40,000},

b. banvalk {30.001 s.d. 40.000);

c. cuknp banyalk (20.001 s.d. 30.000};
d. sadikil. [10.000 s.d. 200.000); dan

c. sangar sedifat (< 10.000);

Jumlah pelavanan penerbitan buku
pemilik kendaraan bermaotor pertahun:
a, sangar banvalk (> 30.000];

h. hanyak (30.007 s.d. H).O0D];

c. cukup banyvak (20.000 s.d. 30.000);
d. sedikil. [10.000 s.d. 200.000]; dan

e, sangal sedikil (< 10.000);

., Jumlah pelavanan penerbiran suratr tanda

nomor kendarasn pertahun:

a. sangar banvak = 7(LO00];

. hanyak (60001 s.d. 7.000];

¢. cukup banvak [00.001 sad. 60.000);
d. sedikil [40.000 s.d. 50.000]; dan

e, sangal sedikal (= 40.0009;

= 20 ~12

= U s

A1,

jumlah pelavanan tanda nomaor
kendavaan bermolor perlahun:

g, sangal banyak (= S0.000];

. banyak (40001 s.d. o0.0040];

¢. cukup banyak [(30.001 s.d. 40.000);
d. sedikit 120,000 s.d. 30,0001} deny

e, sangat sedikit (<= 20,0000,

— U~ O

32,

Jurnlah pelavanan penerbitan surat
keleranpan cxlalan kepolisian pertahun:
g, tnga (= 10.000);

. sedang [3.004 s.d. 10,000}; dan

c. rendah i< 3.000);

W~

Jurnlaby potensi konlliks

g, sangal banyak (= 40);

b. banvak (31 s.d. 710},

c. cukup 2l s.d. 30]:

d. Eurang {10 s.d. 20): dan
e, Sangat lkurang 1< 104

=~ O
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34.

Jjurnlah pengamanar keglatan masyarakel

perlaliun:

g, sangat bany ek (= 4500);

b, banvak 4001 s.d. 4500):

. cukup (3301 s.d. 4000];

d. Kurang {3000 s.d, 3500; dan
e, sangat Kurang (< 3000);

— 01~ O

35

Jjumlah kegialan pengamanan unjuk rasa

perlabiun:

i sangat banvedd (= 23);

b, banvak i21 s.d. 25]:

. culkup il s.d, 200

d. Ewrang {10 s.d. L5]; dan
c. sangar kurang [< 10];

. Julah ohjelks witad nasional dan daerah:

a. hanvalc {=200;
h. sedang (10 s.d. 20; dan
c. kurang (< 10,

=W ~O

&G~

Jurnlah objelk vital tertentu:

@, banvals > 90);

h. scdang [0 s.d. G0,

c. Kuwrang (30 s.d, 60 dan
d. sedikit (< 30);

Jurnlah inovasi pelavanan public vang

telah operasional minimal 1 tahuan:
a. sangar banyak (>10);

b, banyalk |7 -9

c. cukup (4 - A);

d. scdikit {1-73); dan

e, ldak ada movas;

N4

=L ~L

39.

kualitas pelayanan publik:

a. sangdl batk (= 3000);

Lo baik (2001 s.d. 30000,

¢. buruk (1001 s.d. 2000]; den
. sangar bk < LOOO),

— v U1 =

440,

nilai sisten pemerintabian berbasis
elektronile

a. memuaskan (4,2 - 5,0

b. sangar baik |3,5 - <4,2|;

c. baik (2.6 - =3.3];

d. cukup (1.8 - <2.6}; dan

o karang [« 1,8

= &G -2

Kemampuan
Kegaluan
9.4

+1.

persentase jumlah persanel il
herdasarkan dallar susunan personel:
a. cukup (= 51 %);

b, kurang (41 g4 50 %); dan

e, sangat kurang (= 40 %);

L

42,

resio jurnlab personel Poln dengan
penducduls
el linged [=1:7500;

~]
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DIMENSI DAN 1
NO, BOROT INDIKATOR RATING
b osedang (1:500 s.d. 1: 750); dan b
c. rendab (= 1:500); 3
43, rasio jumlah personcl Polri dengan luas
wilavah:
a, tinggi |=1: 13 km=); 7
h. sedang [1:5 km= g.d. 1: 15 kim<]: dan 3
e, rendah [<1:h km<); 3
44, nilai alquntabilitas Xinerja instasi
pemcrintal:
a. sangar momuaskan (90 s.d. 100); &
b. memuaskan (80 s.d. 90); v
¢. sangdl baik (70 s.d. BO); 6
d. haik [60 s.d. 70y 3
e. cukup (o0 8.d. 60); 4
. kurang (30 s.d. o0]; dan 3
g, sangat kurang 10 s.d, 30): 2
40, nilai indeks tara kelola Polri:
a. sangal baik (8,71 a.d. 10); 8
b. bk (7,43 s.d. &,'71); Y
¢. cenderung baik (6,14 s.d. 7 ,43); 6
d. sedang 4,86 s.d. 6,14); b
e, cenderuny buruk (3,57 s, 4,86); 4
f, buralke (2,29 s.d. 3,57 dan 3
#. sangat bhuruk |0 s.d, 2,298 2
16, jurnlah regulasi, konvensi dan nota
kesepaharnan:
g, banyak (= 30]; 7
b. sedang |20 s.d. 300 dan 3
¢, Kurang {= 200 3
47, persentase pemenuhan kebutuhan
fasilitas dan sarana prasauanas
a, cukup [~ 60 o) 7
h. kurang [30 s.d. B0 %a]; dan 3
e, sangdt kurang (< 40 %4); 3
A8, persentase pemenuhan kebuluhan
ANEUHTAT:
a. cukup (= 60 %); Y
. Kurang (40 s.d. 60 %): dan D
c. sangat Kurang (= <10 %); %
<O TINGKAL POLSEK
DIMENSI y NOAT
NO. 13AN BOBOT INIMEATOR LT
1. Geografi 1. Eondisi geogratl wilavalks
7.2 i perzuran (=70 %0 wilayah perairan); 8
D. perairan dan dagatan | 30 % s.d, 70 " G
wilavah perairan); dan
. dararan (=30 “o wilaval perairan|; -+
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DIMENSI DAN 1
NO, BOROT INDIKATOR RATING
2. luss wilavah:
g sangat luas = L0O ki |; &
o lues [S1 s.d. 100 kan?; &
c. culup luas |25 s.d. 30 lan™); den ‘|
d. Xurang luas |< 25 laua<; 2
3. lokasi/ lemnpal:
u, ibukoly nesara; 9
b. ibukole propinsi; 7
c. kola; 5
d. Eabuparen; dan 3
c. Kecamatan; 1
4, wilayal perbatasan dengan negara lain:
t perbalesen deral dan Laal; &
. perbatesen deral: 3]
. perbatasan laut; dan +
d. tidak berbatasan; 1
2. Demourall 9. jurnlah penduduk:
7.0 B, sangal lngsel (= 61,4001, 9
Do tingui (36,901 s.d. 6L.400}; 7
c. sedang (17.001 s.d. 36,900]; 3
d. rendah (3.000 s.d, L7.6001: dan 3
c. sangart rendah = 5.0000; 1
6. kepadatan penduduk:
@, sangat padat (= 600 jiwa/kKm-); 9
D. padlat (301 s.d. GO0 jiwa,;km?),; 7
c. cukup padat (151 s.d. 300 jiwalan?): 5
d. kurang padar |50 s.d. 130 jiwa;km=p 3
dan
¢ lidak padal (< 50 jiwa fkm=); 1
3. Sumber Dava 7. kKomoditas veng dominarn:
Alam a, pertambangan; 0
0,9 b. perkebunan; 7
¢. perlanian; 5
d. perikanan: 3
c. peternalean: dan ?
L lam-lain; 1
+. Idcologi 8, faham radilal
f,8 a. ada; 7
n. terindikasiz rlan o
. dak dilemmukan; 3
3. Politilc 9, jumlah pemilih dalam pemilihan wnum:
7.1 a, sangar banvak (> 100.000); &
B hanyal (50.007 s5.d. 100.000]; 6
c. cukup (100000 s.d. GO.000); dan =
d. kurang (< 14.000]; 2
0, Elkonomi 10, persentase jumlah pencdudulk misking
8.4 a, tinggi |=20 ") 7
b. scdang |10-20 Ya): dan 5
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DIMENSI DAN 1
NO, BOROT INDIKATOR RATING
c. rendah (= 10 Yl 3
L Susial Budavsn L1, jurnlah sekolah [perguruen
7.8 tingul Ssederzyal, sekolah lanjutan bngkeal
aras/ sederajat, seltolah lanjutan tingkat
pertama; sederajat, sclkolah
dasar fsederajath:
a, sangar hanvalk (> 30); bt
h. hanyale (41 s.d. 30); 7
¢. cukup (31 a.d. 30]; o
d. sedikit [20 s.d. 3(}; dan 3
¢ sangdal sedikal (< 20); 1
12. jumlah sl bangsa:
a. sangar beragam |> 25|, 7
h. heragam (10 s.d. 23); dan 3
c. kurang beragam (< 10]; 3
A, Harlkkamtibmas 13, jumlah tindalk pidana perrahun:
35,8 a, sangar ringgi (> 200 kasus|; &
h. lingg (107 s.d. 200 kasus); 6
c. scdang B s.d. 100 kasus): dan 4
d. rendah (< 30 kasus|; 2
14, perscntase jumlah penvelesaian tindak
pidana perrahun:
A, sangdl lngg (> 60 “j; Q
h. tinggi 31 s.d. 60); 7
oo sedang (31 s.d. 50 %); o
d. rendah (30 s.d. H) %), dan 3
¢ sangat rendah (< 30 %), 1
15, jumlah kejadicay Kecelakaan Iadu lintas
pertahun:
a, tinggi |= 30[; 7
. sedang (20 s.d. 30; dan 3
. rendah (< 20); N
16, persentase penyelesainn perkara
kecelaltaan lalu lintas pertahun:
a, tinggi |= 80|, 7
b sedang [HO s.d. 80 %); dan 3
c. rendah (< 60 %) 3
17. jumlah korban meniagzal dunia addbar
Kecelalcaan Ialu lintas pertahuan:
a. rendahn (< 6); 7
b, sedang (b s.d. 8); dan 3
o, linggd [> 8 3
18, jumlah kaorban luka berat akibac
Kecelaltaan Ialu lintas pertahun:
a. rendah (< 6]; 7
h. sodang (6 s.d. 8): dan 3
o, linggd > 85 3
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DIMENSI DAN 1
NO, BOROT INDIKATOR RATING

19, jurnlah korban luks ringan akibat

kevelakaun ladu lintes pertahurn:

w, rendab [= 20): 7

L. sedany (20 s.d. <0); den 3

c. tingei |= 40]: 3
20, jumlah kKemugian mareriil akibat

keeclakaan lalu lintas perrahun:

a, rendah (= 30 jutal; 7

h. sedang [50 s.d. 80 jurs]; dan 3

o, tinggd > 80O jula); 3
21. jumlah pelanpparan lalu hulas perlalion:

i tinggi [> 700): 7

b sedang (500 s.d. 700); dun o

. rendah i< 3000 3
22, jumlah lekkasi rawan kemacetan lala

lintas:

a. tinggi | 20]: 7

h. sedang (10 s.d. 20; dan a

. rendah (= 10); 3
23. jumldh pelayanan penerbilan surat

keterangan catatan Kepolisian pertatiun:

i linggi [= L.O0O0Y; 7

b. sedang [300 s.d. 1.000); dan 3

c. rendah i< 3000 3
24, jumlah porcnsi kantlils:

a, sangar banyval (> 200; 0

h. hanyak (11 s.d. 20); 4

c. cukup (b s.d. 10); 3

d. kurang {1 s.d. 5); dan 3

¢, sangal kurang (< 1); 1
25, jumlah pengaunanan Kegiata masyacalat

pertahun:

4, sangat hbanyalk (> 430(; o

b. banwval 1401 s.d4. 450; 7

c. cukup (331 s.d. 00}, 3

d. kurang {300 s.d. 350]; dan 3

¢. sangdl kurang (< 300); 1
260, jumlah kegiatan pengammanat: unjuk rasa

pertahan:

i sangat banyvedc > 200, 9

b, banyale {16 s.d. 20); 7

¢. cukupill s.d 135): 3

d. kurang {G s.d. 10); dan 3

c. sangar kurang [« 3); 1
27, jumldh inovasi pelayanan publik dan

telaly operasioned winimel L tabiun:

da.  sangal bavyak (=4); g

b. banyak |3]: 7

¢, cukup 2y 3

d. sedildr {1]: dan 3

e. tidak ada inovasi; 1
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NO, BOROT INDIKATOR RATING
2R, kualilas pelayarnsn publk:
e sangal batk [= 3000); 7
Lo bLaik [2001 s.d. 30007; 3
¢. buruk (1001 s.d. 2000]; den 3
d. sangar bhuruk < LOOO); 1
9. hemampuan 20, persentase jumlsh personel nil daltar
Keguluan suSuUnEn personel;
9.4 i cukup (> 51 %); 7
b. kureng (11 s, 50 %): den )
¢, sangar kurang (< 40 “5): 3
30, rasio jurnlah personel polr denpan
penduduk:
s g [=1:7500; 7
b. sedany (LS04 s.d. 1z 750); den 5
¢, rendah (= 1:300): 3
31, rasio jurnlah persomel polri denpgan luas
wileayaki:
L linga (=10 15 kan?); 7
Do sedang (LS kn” s.de L LS kan”); dan 5
¢, rendah |=1:5 kkm): 3
32, persenlase pemenuhan kebuluhan
[asilitays dan sarang prasarvane:
o culiup (= 60 %); 7
b, Eurang {40 s.d. 60 %) dan 3
¢, sangat kurang (= 40 %a|; 3
33, persenlase pemenuvhan kebultuhan
I HT T
d. culiup (= 60 %); 71
I, Burang (40 s.d. 60 %) dan 3
¢, sangat Kurans (< <0 %); 3
CARA PENILALAN:

Rumus penilaian kesatuan tinglkat Polda dan Polres:

Fx = |dl x ill-@+3th] - |2 x (5+6)] + |d3 x 7]+ | X B8] T |d5 x &t
id x [1O+iLL+il12+13)|+ |d7 X {i18+i15+il0]]| + |d8 < [IL7—(L8+{19+20
+72 1 +E22=123+124+i25+20+ 2T+ 262U +i30+ B3 1 +i32-i3 3+i34+135+i30+
B7-i38+ 39— | + a9 x |H]1 42+ 3+H3+-H5+1E0+ 837148

Rumus penilaian kesatan tingleat Polsck/ Polsubscldor:

fx = [l x (1248349 — [¢f2 x [+h)] + [d) x 7] + [celd x 8] + [do x @] +
[(6 x 710] + [df x ((U14712)] + [df x ((U340145 0 HHIH HT 18104
200 2112217234 24 1225126 927 1R [d9x([729 1 230 1131132 1433

Keleranyuan:
X = jumlah total nilai kesatuan
= dirnensi
i = liadikator
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11. FORMAT TELAAHAMN STAF PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIIE
KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK

TELAAHAN STAF
MNomor: 1418 JL/OTLI L2018 Salker

rentang

1PEMBENTUKCAN AN PERUBAHAN TIPE KESATLAN KEWILAYAMAD TINGKAT

POLDA; POLRES POLSER / KAWASANY

L. PERRASALAHAD :

M. PRAANGOGAPAN

1. FAKTA-FAKTA

V. DISKUSI

V. KESIMPULAN

VI SARAN

Tembusorn:

jmemuat nunusan singkat permasalahisn. apabila permasslahanya
komnpleks, agor diselutkan roang ugkupmyal.

[memuat  praanggapan  vang logis tentang permasalahan,
prasngeapann diguanakia apabile Gdak sde [akia, Momor ind
boleh ticdak ciprrgunalkan).

jmemuat pernvataan takta sang berpengaruh terhadclap
prrmesilabing alau pemeralian).

jmemuat analisis scimna faktor yang mempenganahi  tormasuk
keuntungan dan  kenagian  dari kemungkinan  pomccahan
pormasilahing, dengan care vz jelas den singial. pernciamavi
chirnuen dadirn anpiran),

jmenyajikan kesimpulan wvang ditarik davi analisis, serta acmua
prmccatizn yva1ig munekin.

|gesuai dengan kesimpulan dan merupakan tindakan ataf lengkap.
Apabila disarsnkan suatu kebijaksansan atew pelskssmean wang
abkan  ditandevimgzam  olelly pimpinan, neskeh  tersebul harnas
dilarnpiviaan paca teliaahan).

Dikeluarkan - Jakarla

i miggal: Lmgyzal buliam tuhun

KEPALA KEFPOLISIAN DABRALL 0

NAMA LLMNGEAP
MPANGKAT
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III. FORMAT NASKAH AKADEMIK PEMEENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE
KESATUAN KEWILAYAHAN IPOLRI

KOPSTUR

NASKAH AKADEMIK
DALAR RANCKA PEMBENTL KAN DAN PERUBAHAN TIPE
KESATUAN KEWILAYALIAN KREPOLISLARN KEGARA REPLDBLIK INDONESLA
A, BARTPENDARULUAN

Pada bab ini memual laler belakeryg. meksud denn tgjusn, melode penudisan, laadasan
Iuburn seria sisternan ki

B. BAD 1 KERANGKA TLEOR]

Pada bab ini herisi kerangka teori yang disunakan dalam peoyusunan nasiaah akademile
rentang pembentukan arau perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri. schingea memilili
dassr dan legitimasi sccara. akademis

C!. BAR TIT TINJAUAN HISTORTS, SOSIOLOGTS, YURINTS NAN FAPIRIS

Pada hah ini menpuraikan tentsng tinjsoaun scoara listoris, sosiologis, yaridis dan crapiris
seligun acuam dan peetimbangan bl prabenlukon atau perolialom tpe kesatuanm
kewilivatum Pahi.

D BAD IV KONDIST KESATL AN SAXT 1N

Pada hal ini meoguraikan teatang analisa secara uonuean cdan khusus rerhadap kesaman
kewilayshan Polri yang akan dibenouk ataupun yvang ditingleatiean /dicarnukean tipenys

. BAB Y PERKEMEBANGAN LINGRKUNGAN STRATEGIS
Pada bab ini menjelaskan tenrane aspek-aspek geografi, demogradi, sumber dava alam.
ideolugl. politik, sosiad budeyse kesmesnan, den pemelibaraann kesmslan dsn kelertiban
mewsyaralkal, penegakin hukum serta perlindungan, pengavoman dan pelayvinan kepada
masvarakar terkaic cdengan kesatuan kewilayahan Polri vang akan dibentuk ataupun
diringleatkan/ dituranlcan tipenya.

F. RARB VI ALTERNATIF KERBLIATIAN VANG MTSARANKAN

Pada bab ini mcygnareikenn tencans adcernatit kKebijakan sccawra wumum meupun kebijakan
khusus,

G. BAB VIT PENUTUP
Peles bedy im memued Kesimpudon don rekomencdest,

Jakaima. 2018
KEFALA KEPOLISIAR o v

" melampirkan dekumenliea, Serlifilka o soia dokumen-dokumen
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[V, FORMULIR STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE
KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI
KROPSTLK
FORMULIR STUDI KELAYAKAN
DALAR RANCEKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE
KESATUAN KEWILAYALAN KEPOLISLAN KEGARN REPLDBLIK INDONESLA
ANO PERTAMYAAN JAWADBAN KET
1 | R 3 4
1. Sejauh mana diperlukannya Sangsar perlaf coret vang
pembentukean atau peningikatan perlu, karange perla ddek scouai
Kesaruan Kewilavalian
2. Latar belakane/ pertimbangan f alasan | &2 e
pengusulan pembieniukan atau i I
peningkatim Kesatuan Kewilayahon, T OSANNNSNN S
A, Masalsh "‘\élidug!‘l-‘V:WAHHI."}_{-&{:VI He  eeeeeiimeeeienns
diperlukan pembenrukan ataun
3 2 IR B2 sciapsasassasan s
peningkatan Kesamuan Kewilayahan
4. Nata awal:
Lerapa persen luas valayveh perwran? | Luas wilavah  peradran:
i
Ferapa Luas wilayah keganuan? Luas wilavah! ......... lem=

Limeania letak kesaluan kewilavihan

a Ibukola Negara
Iy, Thukota Prinans

. Knta

d. Kabupatcn

¢, Keeamalan
Apaksh wilayalh kesatuan berbatasan | 4. berbatasan darar dan
C An negara lain? laul

. berbatasan darar

. berbatasan laut

d. tidak berbatasan
Berapa jumilah penduduk?® 0 | Ll Jiwa
Ferapa Kepadatan Penduduk? | .. 1A kmd
Apa mayvoritas hasil Komoditas vang a. pertambangan
dominan ci wilavah keeatuan? b. perkebunan

. portanian

d. perikanan
peternakan

Pagaimana faham radikal di wilayah
kesamaan?

€.
f. lain-lain
a. ada

b. terindikasi

¢, ok ditemukan

Berapa jumlah pemilih dalasn | ... pemilih
prmilihzal wmum?

Ferapa persen pertumbuhan clkonomi | ... Uiy
TeLlil TeUgL per Lahiun?

Berapa persen jumislh penduduk | Ll Yo

miskin?
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Ferapa produle domestilc it di
wilavah kesuluan?

Ferapa persen tingkar inflasi i
wilavah kesaluan?

Ferapa jumlah selkolah di wilavah
krsaluemn (SD. SUTP. SLTA PU
Sederagal)?

Lerapa jumlely Ormess/ L3M?

Berapa jumlah sulia bagsa vang ada

divalavah kesarnoan?

 Brerapi jumbih uindak pidima per
tshun?

- Berupit prrsen penyelesian hndak
prdarc per ahun?

- Berupa jumlih kejuchan kontijens
(lenmflik snsial. bencama alam.
rerorisme) per tahun?

CTES - | p Rt

be:o SLTR:

v, SLTY .

A\ Pl

o Ormzes ! LSM

e Sudsu brazgesi
v e

ne
e 20

oo Ligjuchon

Berapa jumiah kejadion Laka binras | kegadinn
pertahun?

Berapa persen penyelesaian perlars: U 1

laka lantas per tahun?

Berapa jumlah korban menmingsasl dunial o i
akibar kecelakaan lalu lintas pertahun?

Berapa jumiah korban luks berast | L 1w
akibar kecelakaan lalu lintas pertahun?

Berapa jumlah kovban luks ringan | Jiw
akibat keeclakasn lalu lintas pertahun?

Berapa jumiah kerugian maaleviil alaber | Rp.
kecelakaan lalu lintas pertaliun?

Berapa jumlah pelangsoran lalo intas | kiysus
pertahun?

Ferapa jumlah lokasi rawan macern di | ... T.okasi

wilayah kesatusn?

Ferapa jumlah pelayanan SNV per
tahwun?

Ferapa jumlah pelayanan BPKE per
tahwun?

Ferapa jumlah pelayvanan STNK per
tahun?

Ferapa jumlah pelayanan TNKE per
tahwun?

Ferapa jumlah pelayanan SKCK per
tahwun?

Ferapa jumlah patensi kontlikk?

Ferapa jumlah kegiatan pengamanan
Kegiatan masvarakat pertahun?

Ferapa jumlah pengamanan unjuk rasas|
pertahun?



http://portal.divkum.polri.go.id

al.divkum, . polri.go.id

Ferapa jumlah ohvitnasg dan obwirda di

wilavah kestlwan boerdesurkan
kepulussan presiden)
lerrnenitenian /e baga?

alwirnas. ...
obvitde: ...

Berapa jumlsly obvil lerteniu?

Lierapa jurmlah inovest pelavimeal
publilkk vang relab operasional minimaal
| tahun?

obnvil lerlentua: o

Berispe: nilai kualivas pelisvanan publik
chi lepsestuan berdiossrkan hasil
peniladan yang cdiladczanakean olch
fumzsd prnguwiason?

Beorapa nilai  sistom pemcerintahan
berbasis eleklronik?

Beraapes peersaen jumbish personel riil
dibandingkan dengan DSP di
kegatan?

Berapa ragin jumlah peraonel Polri
dengan penduduk?

| BIAacy arang

Berapa rasio jumlah Palri dengan Tuas
wilayah?

Vo i k<

Beraapes riilin AKIT berdipairlon hisil
penilaian fungsi pengawsasan?

Beraper nilin 1ITK bhesdasirkim hasial
peniladan RBF?

Berapakah jumlah regulasi. konvensi
dan nota. kesepahaman  di kesatuan?

Berapa perscen pemcnulian kebutuhan
Gasihilaas clirs saarime: prasarana
chibimdingham dempam sknclar
keburuhan miminal?

Beraape: peersen preanenuhan kebutisham
anggaran di kesatuan dibandingkan
derran kebutuhea ided?

-
.

Tangkah-langkah dan upava vang
lelah dilakukean didam rangka
memicluliung, usulan

pembentukan peningleatan kesatuan.

Apakah sudah rersedia bangunan
untuk kantor scmentara vang
dismupkon oleh Sesiusn/ Pemennlah
Naerih.

ada/belum

Jumlah personel don sarmia
prasarnu vang ahisiaphan ontuk
kegamian yvang dibentuk atau
ditingleatlean:

i, persorel

b Kamar

. Rumdin

d Malenil

i verevone e DTROUE

l5. | wrnt

. innsCaaniad [jenis|

4 Kendala ...
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A Kendala/hambaran/ permasalahan TR TP ‘
yang ada” | o AT LA

Q. Schutlkkan dampak negatit bila - MR ST R
kesaluam kewilsyvahan Udak dibeatak | be
Al thimglat kan?

10, Adakah slternatil lninnyz bila f]eONERS
Lesssent vezans ek clibeantuk zali b v
ditingkatlkan?

11, Saraafoasulkan, i e e e e

o N R P A IO

Dikeluarkan dit oo
pada tangeal o

KEPALA KEPOLISIAN iy

CATATAN:

Dattar  portennvaan dapat  dikemnbangksnn  scsual
kebuluhan  dikedtkon «dengzan siluess e Korcdis
wilayah.
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V. FORNMAT LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGRA
PEMBENILKAN DAN PERLBAHAN TI’E KESATLAN KEWILAYAHAN
POLRI

KOPSTUR

LATPORAN HASH, STUNT KELAYAKAN NALAM RANGKA
PEARBENTUKAN TIAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWTILAYAHAN
KEPOLISLAN NEGARA REPUBLLIK INDONESLA
A, PENDAHULUAN
I, Urninarne:

‘k"

E.

menguraikan  sacara umum  teartang latae belakang. mjuan dan kegiaman vang
dilaksanakan scrta hasil yang dicapai.

2. Mahsadd dem Tujuen
menguraikan tentang makgud dao tujuan dari pelalksaoaan smadi kelavakan dalam
rangka pemhentukan maupun perubahan tipe kesaman kewilavahan Polri.

d Dassar
Peraturan perundang-undangan vang mendasari pelaksanaan kegiatan studi kelayakan
dalam rengka pembomtukan atau perubabhan pe kesswoan kewilavaheao Polrd,

4. Ruang Lingkup:
Menguraikan rentang lingkup studi kelayakan yang dilaksanakan.

Talew Urut;
Menguraikan fentang urutn penulisan Biparan hasal studi Kelavalan.

o.

TUGAS YANG DILAKSANAKAN

Meppuraikan  (emlang Regmelin vang  dilaksanekeonn, wakiu peladesmeon.  peluksana
kegiatzan, muky dan Gihap persiopen, pelshsamaam dam penvosunam Liponsm hasal stuih
kelavakan.

TTASTL VANG MHCAPAT

Meniguraikan tenbmg Tesal pelalosocen studi kelavakan selegen bahen roasulem dialarm
rangka menentukan layak atan cddaknya pembenmukan, peningkatan, penununan  tipe
kesaluan kevdlavahsn guna poganibilan kepulussan,

KESINIPULAN DAN SARAN
Berisl uraian kesimpulan dari hasil smadi kelayakan dan saran kepada pimpinan schagai
buliam pertimbaagen pengembilan kepulussai,

PENUTLIP

Jakenma, IV B3

KEPALA KEPOLISIAN 0

melampirkan dokumenrasi. Sertitikar
tanah seria dokunmen-dokunicen usulan

varg diperludsm
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V1. FORMAT LAPORAN HASIL KOORIMNASI DENCGAN CGUBERNUR/S
BUPATI/WALIKOTA/CAMAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
IPARERAIL (DPRIY) MENGENAD PEMBENTUKAN ATAL PERUBAIIAN TIPE
KESATUAN KEWILAYAITAN 1" LRI

KOPSTUK

LAPORAN JIASIL KOORDINASL DENGAN PEMUERINTAL DABRAIL DAN DPRD DALAM FANGKN
PEMBLENTUKARN DAN PERLBALILAN TLPE KESATUCAN KEWILAYALIAN
KEPOLISIAN NFEGARA REPURLIK INDONFESIA
A, PENDALIULUAN
L I I o R A B e B A o A B B R R A G AR R LB R T L R LE RS

2 NSO D U T LINE e ey R e Eoa S R R R o sy SR LR v Sae SR S oe v o e s So Ve sn e SO o S oo

D R B R T T e R Ty N R T A S T N R o s S e s Ly e i s

1. Ruamg Linghup: e,

s B L NN L 5 v o i s B TR B s Be YA VR s § B A 3 T 5 By o P a6 B SRR s o' 5 By S o P (A 55 BAAs B P ¥ E S

B. TUCAS YANC DILAKSANAKAN

. KESINIPULAN DAN SARAN
T ICCBIMAPMANY: 5o o saimeri s e AT s iie Ao A e SRR S AE A S 05500 S s o 0550 S s i e S e a S mm R

LT T PP

FE. PERUTUP ...
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=, PENUTUL

L o O eV S R T S e E Ve s s Ve E Ve e S E VA S e e AR B e A o S
Tk, IV R
KEPALA KEPOLISLAN (.

Ditctapkan di Jakara
pada tanggal 3 Mei 2018

KFEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK TNDONTUSTA,

Tud.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
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